MATERI ( I ) KP 2020 ( PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
Konsepsi, Tahapan dan Proses Penyusunan APBD Sebagai Instrumen Pembangunan Daerah

Pendahuluan
Secara garis besar APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.

 

Fungsi-Fungsi Anggaran Daerah
Berdasarkan  ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Fungsi APBD adalah:

1. Fungsi Otorisasi : Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Perencanaan : Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan : Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi : Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi : Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

6. Fungsi Stabilisasi : Anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

 
Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah
Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

1. Kesatuan : Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

2. Universalitas : Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Tahunan : Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu

4. Spesialitas : Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

5. Akrual : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar/belum diterima kas

6. Kas : Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/penerimaan uang dari/ke Kas Daerah

 

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Pasal 4 Peraturan menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan,dan manfaat untuk masyarakat.

1. Secara tertib maksudnya adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan maksudnya adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif maksudnya merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien maksudnya merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis maksudnya adalah merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

6. Transparan maksudnyaadalah keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggung jawab maksudnya adalah  merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan maksudnya adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan obyektif.

9. Kepatutan maksudnya adalah tindakan atau suatu sikap yang wajar dan proporsional.

10. Manfaat untuk masyarakat maksudnya adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

 
Struktur Apbd  
Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : 
1.    Pendapatan Daerah
2.    Belanja Daerah
3.    Pembiayaan

Selisih lebih pendapatan daerah terhadap belanja daerah disebut surplus anggaran, tapi apabila terjadi selisih kurang maka hal itu disebut defisit anggaran. Jumlah pembiayaan sama dengan jumlah surplus atau jumlah defisit anggaran.

 

A.  Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. 

Pendapatan daerah terdiri atas:

a.   Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :

· pajak daerah;

· retribusi daerah;

· hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

· lain-lain PAD yang sah, terdiri dari :

· hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

· jasa giro;

· pendapatan bunga;

· penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

· penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;

· penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

· pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

· pendapatan denda pajak;

· pendapatan denda retribusi;

· pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

· pendapatan dari pengembalian;

· fasilitas sosial dan fasilitas umum;

· pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan

· pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

 

b.   Dana Perimbangan; terdiri dari :

· Dana Bagi Hasil (DBH)

· Dana Alokasi Umum (DAU), dan

· Dana Alokasi Khusus (DAK)

 

c.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :

· hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya,badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;

· dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam;

· dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

· dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;

· dana tambahan DBH-Minya dan Gas Bumi

· bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

 

B. Belanja Daerah
Komponen berikutnya dari APBD adalah Belanja Daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah.

 

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

 

Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat mencakup:

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum;

d. perumahan rakyat;

e. penataan ruang;

f. perencanaan pembangunan;

g. perhubungan;

h. lingkungan hidup;

i. pertanahan;

j. kependudukan dan catatan sipil;

k. pemberdayaan perempuan;

I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
m. sosial;

	n. tenaga kerja;

o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;

p. penanaman modal;

q. kebudayaan;

r. pemuda dan olah raga;

s. kesatuan bangsa dan politik dalam negri;

t. pemerintahan umum;

u. kepegawaian;

v. pemberdayaan masyarakat dan desa;

w. statistik;

x. arsip; dan

y. komunikasi dan informatika.



	


Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup:

a. pertanian;                                                            e. kelautan dan perikanan

b. kehutanan;                                                          f. perdagangan;

c. energi dan sumber daya mineral;                       g. perindustrian; dan

d. pariwisata;                                                           h. transmigrasi.

 
Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja. 
· Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan daerah. 
· Klasifikasi belanja menurut fungsi terdiri dari:
a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, kemudian diklasifikasikan lagi menurut kewenangaan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 
b. klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan negara, digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari :
a) pelayanan umum;


f) kesehatan;

b) ketertiban dan keamanan;

g) pariwisata dan budaya;

c) ekonomi;



h) agama;

d) lingkungan hidup;


i) pendidikan; serta      

e) perumahan dan fasilitas umum;
j) perlindungan sosial.

· Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan klasifikasi belanja menurut jenis belanja terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja ini dikelompokkan menjadi: 

	· belanja pegawai;

· bunga;

· subsidi;

· hibah;

· bantuan sosial;

· belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan

· belanja tidak terduga.



	


2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang  dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari:

· belanja pegawai;

· belanja barang dan jasa; dan

· belanja modal.

 
C. Pembiayaan Daerah
Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
b. pencairan dana cadangan

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

d. penerimaan pinjaman; dan
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman

Pengeluaran pembiayaan mencakup:


a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal pemerintah daerah

c. pembayaran pokok utang; dan
d. pemberian pinjaman 

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

· LANJUTKAN KE MATERI (II)
